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1. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan dalam 
Perkara Nomor 41, 56/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 33, 34, 37, 38, 71, 
dan 79/PUU-XIII/2015, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. 

 
 
 

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu, Pemohon Perkara Nomor 
41/PUU-XII/2014, hadir? 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XII/2014: 

SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT 
 
  Hadir, Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal, Yang Mulia. 
 
3. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 56/PUU-XII/2014? Tidak hadir. 
Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015? 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 33/PUU-
XIII/2015: HERU WIDODO 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Perkara Nomor 34/PUU-XIII/2015? 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-
XIII/2015: MAPPINAWANG 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Perkara Nomor 37/PUU-XIII/2015? 
 
 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB 
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8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-
XIII/2015: ANDI SYAFRANI 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Perkara Nomor 38/PUU-XIII/2015? 
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-
XIII/2015: ANDI SYAFRANI 
 

Hadir, Yang Mulia berikut Prinsipal. 
 

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 
Sama ya, baik. Perkara Nomor 71/PUU-XIII/2015? 
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-
XIII/2015: BASTIAN NOOR PRIBADI 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Baik. Nomor 79/PUU-XIII/2015? 
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-
XIII/2015: AHMAD IRAWAN 
 

Hadir, Yang Mulia bersama Prinsipal.  
 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Baik, terima kasih. Yang mewakili DPR?  
 

16. DPR: AGUS TRIMOROWULAN 

 
Hadir, Yang Mulia.  

 
17. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
Baik, yang mewakili Presiden? Dari Pemerintah? 
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18. PEMERINTAH: BUDIJONO 
 
Hadir, Yang Mulia.  

 
19. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Baik, Pihak Terkait Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015? 
 

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 33/PUU-
XIII/2015:VIVI AYUNITA KUSUMANDARI  

 
Hadir, Yang Mulia.  
 

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

Baik, sudah semua. Baik, putusan dibacakan mulai dari Perkara 
Nomor 41/PUU-XII/2014 terlebih dahulu.  

 

PUTUSAN 
NOMOR 41/PUU-XII/2014 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

1.  Nama : Dr. Rahman Hadi, MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Ketua DPD RI 
 Alamat : Jalan Cikini VII Nomor 16 RT 004/001, 

Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. 
2.  Nama : Dr. Genius Umar, S.Sos; MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Wakil Walikota Pariaman 
 Alamat : Jalan Masjid Al Akbar Nomor 5 RT/RW 

007/001, Kelurahan Munjul, Kecamatan 
Cipayung, Jakarta Timur. 

3.  Nama : Empi Muslion, A.P; S.Sos.,MT.,M.Sc 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kepala Sub Bagian Operasional Kegiatan 
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Sekretariat Wakil Ketua DPD RI 
 Alamat : Jalan Jati Bunder RT/RW 003/015, 

Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat. 

4.  Nama : Rahmat Hollyson Maiza, M.AP 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kasubbag TU Sekretaris Jenderal DPD RI 

 Alamat : Jalan Damai RT/RW 001/002 Kelurahan 
Petukangan Selatan, Kecamatan 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 

5.  Nama : Dr. Muhadam Labolo 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan : Dosen Tetap Pascasarjana IPDN Cilandak  
 Alamat : Kampus IIP RT/RW 003/006, Kelurahan 

Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan. 

6.  Nama : Dr. Muhammad Mulyadi;  AP.,MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Fungsional Peneliti Madya Gol. IV/B 

Dosen Pascasarjana Universitas 
Krisnadwipayana 

 Alamat : Jalan S. Citanduy IV/111 RT/RW 015/001, 
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan   
Cilincing, Jakarta Utara. 

7.  Nama : Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., MSi 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kasubag Operasional dan Kegiatan Set. 

Ketua DPD RI 
 Alamat : JalanHankam Nomor 4 RT/RW 009/002, 

Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 

8.  Nama : Dr. Sri Sundari, SH., MM. 
 Warga Negara : Indonesia 
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
 Jabatan :  Kepala Bagian Sekretariat Waka I 
 Alamat : Jalan Penggalang Raya Nomor 1, RT/RW 

007/003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan  
Matraman, Jakarta Timur. 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 
1 April 2014, memberi kuasa kepada: 1). Sunggul H. Sirait, S.H; 
2). Freddy Alex Damanik, S.H; 3). Silas Dutu, M.H; 4). Sidik, 
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S.H.I; semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada 
kantor hukum Silas Dutu & F.Alex Damanik Law Office, yang 
beralamat di Graha Codefin (Ex Gedung Tira) 4th Floor Suite 4-D 
Jalan H.R Rasuna Said Kav.B-3, Jakarta Selatan, bertindak untuk 
dan atas nama pemberi kuasa 

  Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- Para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
  Mendengar keterangan para Pemohon;  

  Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
 

22.  HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
   

   Pendapat Mahkamah 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan 
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang 
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” 
dalam melakukan pengujian atas Undang-Undang.  Dengan kata 
lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan 
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang 
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, 
tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena 
permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, 
Mahkamah memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan 
dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau 
Presiden; 

[3.11]  Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama 
permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para 
Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo 
mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 
ayat (3) UU ASN karena pengunduran diri secara tertulis dari PNS 
sejak mendaftar sebagai calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat 
(3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan alasan 
adanya diskriminasi antarstatus warga negara dalam profesi PNS 



5 

jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara 
diwajibkan mengundurkan diri sejak mendaftarkan sebagai calon; 

[3.13] Menimbang bahwa terkait dengan dalil permohonan a quo, 
sepanjang menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika 
hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik yang 
pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected officials), 
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang 
dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, 
yang kemudian dirujuk kembali dalam Putusan Nomor 12/PUU-
XI/2013, bertangggal 9 April 2013. Dalam kedua putusan tersebut 
Mahkamah antara lain menyatakan: 

“...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS 
maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang 
mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat 
mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang 
diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini 
sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat 
menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi 
hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan 
ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif 
kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut 
tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM 
yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi 
yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan 
jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna 
mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi 
pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari 
dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo 
maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi 
PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah 
pelanggaran hak konstitusional;” 

 Bahwa permohonan a quo, secara substansial, adalah 
pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang yang 
berkenaan dengan jabatan publik atau jabatan politik yang 
mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (elected 
officials). Oleh karena jabatan anggota DPD adalah jabatan yang 
dipilih melalui pemilihan maka pertimbangan hukum putusan 
Mahkamah di atas juga berlaku terhadap permohonan a quo. 

 Namun demikian, selain uraian sebagaimana ditegaskan 
dalam pertimbangan putusan Mahkamah di atas, Mahkamah 
memandang penting untuk menambahkan bahwa kedudukan dan 
peranan PNS penting serta  menentukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Peranan itu menjamin 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang bergantung pada 
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kompetensi PNS yang secara karier diangkat berdasarkan 
kecakapan tertentu dan secara terus menerus memperoleh 
pembinaan, pendidikan, jenjang kepangkatan secara teratur dan 
terukur, termasuk pendidikan kedinasan untuk mencapai jenjang 
kepangkatan dan karier tertentu, yang pada pokoknya, seorang 
PNS dan/atau pegawai ASN yang memenuhi syarat menjadi calon 
pejabat dalam jabatan tertentu sebagaimana ditentukan dalam 
pasal-pasal yang diuji para Pemohon adalah subjek pegawai ASN 
yang telah melalui jenjang karier, kepangkatan, promosi, mutasi, 
penilaian kinerja, disiplin, kompetensi, dan telah teruji dan 
berpengalaman mampu melaksanakan tugas pelayanan publik 
yaitu memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif; 

 Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran bagi 
anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri 
dalam jabatan politik atau jabatan publik yang mekanisme 
pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, Mahkamah pun telah 
menyatakan pendiriannya, sebagaimana termuat dalam Putusan 
Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Dalam 
pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah antara lain 
menyatakan: 

 “Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari 
jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, 
menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah 
jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan 
mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga 
profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada 
yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, 
khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri 
tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, 
dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan 
yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung... “ 

[3.14] Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
termuat dalam dua putusan Mahkamah di atas, telah nyata bahwa 
ketentuan Undang-Undang yang mensyaratkan pengunduran diri 
PNS maupun anggota TNI dan anggota Polri jika yang 
bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan 
politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya 
dilakukan melalui pemilihan, termasuk dalam hal ini pencalonan 
menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut 
Mahkamah, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.  

[3.15] Menimbang bahwa UU ASN juga memuat ketentuan tentang 
pemberhentian sementara pegawai ASN dari PNS yang diangkat 
menjadi pejabat negara yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota 
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Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi 
Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan 
Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai 
Duta Besar Luar  Biasa dan Berkuasa Penuh. Pasal 123 ayat (1) 
dan ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa PNS yang diangkat 
menjadi pejabat negara sebagaimana disebutkan di atas 
diberhentikan sementara dari jabatannya selama yang 
bersangkutan masih menjabat jabatan tersebut di atas sehingga 
tidak kehilangan status sebagai PNS. Ketentuan ini adalah berlaku 
bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed officials bukan 
elected officials, sehingga tidak serta-merta dapat disamakan 
dengan PNS yang hendak mencalonkan diri menduduki jabatan 
yang tergolong elected officials, sebagaimana didalilkan oleh para 
Pemohon. Pembedaan demikian bukanlah suatu bentuk 
diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut memang 
berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda 
pula. 

[3.16] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat bahwa 
syarat pengunduran diri PNS yang hendak mencalonkan diri 
sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan 
melalui pemilihan tidak bertentangan dengan UUD 1945, 
Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih 
lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan 
pertanyaan “kapan” pengunduran diri tersebut harus dilakukan. 
Hal ini berkait dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 
dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN.  

 Pasal 119 UU ASN menyatakan, “Pejabat pimpinan tinggi 
madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan 
mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, 
bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib 
menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak 
mendaftar sebagai calon”. 

Pasal 123 ayat (3) UU ASN menyatakan, “Pegawai ASN dari PNS 
yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota 
dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran 
diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”. 

 Pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah 
dalam hubungan ini adalah apakah adil dan sekaligus memberi 
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kepastian hukum apabila seorang PNS yang hendak mencalonkan 
diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya 
dilakukan melalui pemilihan harus menyatakan pengunduran 
dirinya secara tertulis sebagai PNS sejak saat ia mendaftar 
sebagai calon? Pertanyaan demikian menjadi penting untuk 
dipertimbangkan sebab istilah “mendaftar” hanyalah merupakan 
tahap awal sebelum seseorang dinyatakan secara resmi atau sah 
sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi oleh 
penyelenggara pemilihan.  

 Dengan demikian, dalam konteks permohonan a quo, 
apabila syarat pengunduran diri PNS tersebut dimaknai seperti 
yang tertulis dalam ketentuan UU ASN di atas maka seorang PNS 
akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia 
mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya 
dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian 
memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan 
aspek keadilan. Dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah 
memenuhi sebagian dari jaminan hak konstitusional yang 
dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya 
aspek kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 tegas menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar 
hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian hukum 
yang adil.  

 Dikatakan mengabaikan aspek keadilan, sebab terdapat 
ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi serupa 
namun memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara 
meskipun hal itu diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, 
dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 
8/2015). Dalam UU 8/2015 juga terdapat ketentuan yang 
mempersyaratkan PNS mengundurkan diri sejak mendaftar 
sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara 
bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya 
dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. 
Hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU 8/2015. 

 Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan 
publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga 
dilakukan melalui pemilihan. Oleh karena itu syarat pengunduran 
diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala 
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daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan 
UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan 
Mahkamah yang telah dijelaskan dalam paragraf [3.13] di atas. 
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang 
sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota 
DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi 
tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota 
DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama 
dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan 
diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya 
yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (elected 
officials). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum 
yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada 
saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah 
ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara 
pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan 
bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara 
pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik 
yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang 
bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang 
tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan 
berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon. 

[3.17] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para 
Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) 
UU ASN beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

 
23. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

  KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili  permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian. 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi  sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076). 

AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 

Menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 

1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang  

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS 
harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon 
melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS 
dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil 
Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah”; 

1.2 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis 
sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar 
sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis 
sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon 
peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan 
Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan  
               selebihnya; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara  
      Republik Indonesia Sebagaimana mestinya. 
 

KETUK PALU 1X 
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 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa 
Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, 
Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua 
ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, 
bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada 
pukul 10.41 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief 
Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, 
Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, 
Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria 
Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para 
Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

PUTUSAN 
NOMOR 56/PUU-XII/2014 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
      MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 Nama : Drs. Eduard Nunaki, M.Si.,  

 Warga Negara  : Indonesia 

 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 

 Tempat/Tanggal 
Lahir 

: Napan, 1 September 1963 

 Alamat  : Perumahan  Pemda  Manggurai 
RT/RW. 001/001 Desa/Kampung 
Maniwak  Kecamatan/Distrik Wasior 
Kabupaten Teluk Wondama Provinsi 
Papua Barat 

  Selanjutnya disebut sebagai ------------------------Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 

  Mendengar keterangan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Presiden; 
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  Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
  Mendengar keterangan ahli Pemohon; 
  Membaca kesimpulan Pemohon; 
 
24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN 
 
 Pokok Permohonan 
          Pendapat Mahkamah 
 

[3.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
permohonan Pemohon, membaca keterangan tertulis Presiden, 
mendengar keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan 
yang diajukan oleh Pemohon, serta membaca kesimpulan 
Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

 [3.10.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN 
terutama pada frasa “wajib menyatakan pengunduran diri secara 
tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon” karena 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C 
ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) 
dan ayat (4) UUD 1945; 

 [3.10.2] Bahwa oleh karena permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, 
bertanggal 8 Juli 2015, pukul 10.41 WIB maka pertimbangan 
dalam putusan tersebut  mutatis mutandis  menjadi  
pertimbangan  dalam  permohonan  a quo. 

 
25. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
KONKLUSI 

 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 mutatis mutandis berlaku 

terhadap permohonan a quo; 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 
 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 
 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa 
Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, 
Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua 
ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, 
bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 
10.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat 
selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin 
Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria 
Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-
masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria 
Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden 
atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. 

 

PUTUSAN 
NOMOR 33/PUU-XIII/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

KETUK PALU 1X 
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Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:  

  Nama          : Adnan Purichta Ichsan, S.H. 

  Pekerjaan :  Anggota DPRD Provinsi Sulawesi  

        Selatan Periode 2014-2019 
  Alamat : Jalan Hertasning Kompleks Gubernur Blok E  
       13 Nomor 6, Makassar, Sulawesi Selatan 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 
18 Februari 2015 memberi kuasa kepada: 

 
1. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Novitriana 

Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., 
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Heru 
Widodo Law Office (HWL) beralamat di Menteng Square 
Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya, Kav.30-E, 
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat; 

2. Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., dan Mursalin Jalil, 
S.H., M.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum 
Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya 
Kompleks Ruko Zamrud G/12, Panakkukang, Makassar, 
Sulawesi Selatan; 

Kesemuanya tergabung sebagai “Tim Kuasa Hukum Adnan 
Purichta Ichsan”, yang memilih domisili Hukum di Menteng Square 
Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya, Kav.30-E, 
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
  Mendengar keterangan Pemohon;  

Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait T.R. 
Keumangan, S.H., M.H; 
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; 
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan  Pihak  Terkait; 
 

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 
Putusan ini langsung dibacakan pada pendapat Mahkamah.  
 
Pendapat Mahkamah 
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[3.12]  Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-
bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] dan [3.11] di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan menyampaikan pendapatnya 
sebagaimana akan dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan 
di bawah ini. 

[3.13]  Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil 
Pemohon, Mahkamah menilai bahwa substansi dari permohonan a 
quo tak terpisahkan dari persoalan yang menjadi isu 
konstitusional utama dalam pemilihan kepala daerah yaitu 
bagaimanakah seharusnya pembentuk Undang-Undang 
menjabarkan lebih lanjut semangat demokrasi yang terkandung 
dalam amanat Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 
ayat (4) UUD 1945, berkenaan dengan pengaturan pemilihan 
kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) di Indonesia?  

 Terlepas dari pernyataan bernuansa “adagium” yang 
menyatakan bahwa demokrasi itu tidak ada ujungnya melainkan 
ia tumbuh menjadikan dirinya sendiri (democracy has no end, it 
grows into its being), kiranya tak seorang pun akan membantah 
bahwa salah satu ideal demokrasi adalah bagaimana melibatkan 
sebanyak mungkin rakyat untuk turut serta dalam proses politik, 
khususnya dalam membuat keputusan politik, yang langsung 
maupun tidak langsung berdampak terhadap dirinya. Oleh karena 
itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, 
walikota), pembentuk Undang-Undang yang menjatuhkan pilihan 
pada pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai 
penjabaran amanat yang termuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
1945, hal itu sesungguhnya merupakan bagian dari upaya 
konstitusional untuk mendekati ideal demokrasi dimaksud. 

 Namun, ideal demokrasi demikian tidak akan tercapai 
manakala proses dan mekanisme politik untuk menuju arah itu 
“dilepaskan” begitu saja sehingga yang terjadi pada akhirnya 
adalah sekadar pemenuhan formula prosedural demokrasi “siapa 
yang berhasil memperoleh suara terbanyak dialah yang berhak 
memerintah atau membuat keputusan politik atas nama publik.” 
Sebab jika demikian halnya maka salah satu kemungkinan yang 
akan terjadi adalah terpilihnya orang-orang yang berhak 
menduduki jabatan-jabatan publik (yang pengisiannya dilakukan 
melalui pemilihan, elected public officials) hanya karena yang 
bersangkutan mampu meraih suara terbanyak namun 
sesungguhnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk 
memangku jabatan itu. Karena itulah demokrasi membutuhkan 
rule of law. Karena itu pula lahir gagasan negara demokrasi yang 
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berdasar atas hukum (constitutional democratic state), 
sebagaimana yang sekarang juga dianut dan berlaku di Indonesia.  

 Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas 
hukum itu, ruang bagi terlibatnya sebanyak mungkin rakyat dalam 
proses dan pengambilan keputusan politik tetap dibuka tetapi 
pada saat yang sama pembatasan-pembatasan tertentu, yang 
dirumuskan atau dituangkan dalam norma hukum yang berlaku 
umum, diberlakukan karena memang dibutuhkan agar mereka 
yang nantinya terpilih sebagai pemegang jabatan publik itu adalah 
mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu dalam 
arti yang seluas-luasnya.  Namun, sesuai dengan gagasan negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum, pembatasan-pembatasan 
demikian tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga membatasi 
atau bahkan menghilangkan secara tidak konstitusional hak-hak 
mendasar warga negara, terlebih tatkala hak-hak mendasar 
tersebut tegas dinyatakan dalam dan dijamin oleh Konstitusi dan 
karenanya menjadi hak-konstitusional sehingga hak-hak itu telah 
menjadi bagian dari Konstitusi. Tatkala hak-hak tersebut telah 
menjadi bagian dari Konstitusi, sementara Konstitusi adalah 
hukum dasar, maka hak-hak itupun telah menjadi bagian dari 
hukum dasar yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, 
termasuk juga warga negara.  

 Oleh karena itu, sekadar untuk menyebut contoh dalam 
hubungannya dengan permohonan a quo, sekalipun dalam negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan 
pembatasan-pembatasan terhadap mereka (warga negara) yang 
hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah (gubernur/wakil 
gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota), 
pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan 
yang bersifat diskriminatif, menghambat atau bahkan 
menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk beroleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau pembatasan-
pembatasan demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum 
dalam pelaksanaannya, dan sebagainya. Bertolak dari gagasan 
pokok inilah selanjutnya Mahkamah akan memberikan 
pertimbangannya dalam mengadili permohonan a quo.  

[3.14]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan perihal 
makna semangat demokrasi dalam kaitannya dengan Pasal 18 
ayat (4) UUD 1945 untuk pemilihan kepala daerah (gubernur, 
bupati, walikota), selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan 
pada paragraf [3.9] di atas. Dari seluruh argumentasi yang 
dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya 
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hanya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh 
Mahkamah, yaitu: 

a. apakah pembatasan terhadap hak pihak-pihak yang hendak 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang semata-mata 
didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan pihak tersebut 
dengan kepala daerah petahana (incumbent), baik yang timbul 
dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan, 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasan 
Pasal 7 huruf r UU 8/2015, bertentangan dengan UUD 1945 
sebagaimana didalilkan Pemohon? 

b. apakah pengaturan secara berbeda bagi anggota DPR, DPD, 
dan DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah yang cukup hanya memberitahukan kepada 
pimpinannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
huruf s UU 8/2015, dengan Pegawai Negeri Sipil, anggota 
TNI/Polri, dan pejabat BUMN/BUMD yang harus mengundurkan 
diri sejak saat pendaftaran jika hendak mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah, dimana pengunduran diri tersebut tidak 
dapat ditarik kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf t 
dan huruf u UU 8/2015, bertentangan dengan UUD 1945 
sebagaimana didalilkan Pemohon? 

[3.15]  Menimbang, terhadap pertanyaan pertama (huruf a), dengan 
bertolak dari keterangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan 
Presiden), telah ternyata bahwa maksud pembentuk Undang-
Undang mencantumkan ketentuan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan 
Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah untuk menciptakan kompetisi 
yang fair antara calon yang berasal dari keluarga petahana 
(incumbent) dan calon lain sehingga dengan demikian akan 
tercegah berkembangnya apa yang dinamakan “politik dinasti” 
atau “dinasti politik”. Sementara itu, menurut Presiden, politik 
dinasti tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep petahana 
(incumbent). Penjelasannya, menurut Presiden, adalah sebagai 
berikut: Pertama, karena petahana mempunyai akses terhadap 
kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga dapat 
memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan 
kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. 
Kedua, petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan 
tunjangan yang melekat kepada dirinya sehingga, dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu 
melekat terus menerus. Ketiga, karena sedang menjabat maka 
petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, 
terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat 
diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan 
dinastinya. Keempat, terkait dengan netralitas PNS di mana 
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petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi 
PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya. 
Atas dasar itu kemudian ditarik asumsi bahwa calon yang berasal 
dari keluarga petahana dan calon lain tidak berada dalam kondisi 
equal. Dengan kata lain, dalam asumsi pembentuk Undang-
Undang, in casu pemerintah, maksud dari ketentuan yang 
memberikan pembatasan terhadap keluarga petahana itu adalah 
agar semua calon berangkat dari kondisi equal sehingga kompetisi 
berlangsung secara fair.  

 Keterangan Presiden tersebut diperkuat oleh keterangan 
DPR yang antara lain menyatakan bahwa dinasti politik telah 
marak terjadi di berbagai daerah. Menurut DPR, ada dua hal yang 
mendasari berkembangnya dinasti politik tersebut. Pertama, 
macetnya kaderisasi politik dalam menjaring calon kepala daerah 
yang berkualitas sehingga menciptakan pragmatisme politik 
dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk 
menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga 
adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan 
kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan 
keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan 
petahana. Dengan demikian, menurut DPR, adanya pengaturan 
mengenai “dinasti politik” ini justru merupakan langkah progresif 
yang positif karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah pengaturan demikian belum ada 
sehingga terjadilah dinasti politik di berbagai daerah. 

 Dengan penjelasan demikian tampak jelas bagi Mahkamah 
bahwa yang dimaksud dengan mencegah berkembangnya “politik 
dinasti” atau “dinasti politik” oleh pembentuk Undang-Undang 
adalah upaya pembentuk Undang-Undang mencegah timbulnya 
keadaan di mana kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, 
bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota) di suatu daerah 
dikuasai oleh atau jatuh di tangan suatu keluarga tertentu. 
Adapun “keluarga”, secara tersirat, dimaknai sebagai ikatan 
kekerabatan baik yang lahir karena hubungan darah maupun 
karena perkawinan, sebagaimana tampak dari Penjelasan Pasal 7 
huruf r UU 8/2015.    

[3.16]  Menimbang bahwa oleh karena maksud pembentuk Undang-
Undang berkenaan dengan rumusan norma Pasal 7 huruf r dan 
Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 telah jelas, yaitu 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.15] di atas, maka telah 
terang bagi Mahkamah: 

 [3.16.1] Bahwa pembentuk Undang-Undang sesungguhnya telah 
menyadari sejak semula kalau dengan rumusan sebagaimana 
tertulis dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 
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8/2015 tersebut berarti telah membuat pembatasan yang bersifat 
menghalangi hak konstitusional warga negara dari kelompok 
tertentu, in casu warga negara yang terlahir dari atau mempunyai 
ikatan kekerabatan dengan keluarga kepala daerah petahana 
(incumbent) karena perkawinan. Meskipun pembatasan terhadap 
hak konstitusional warga negara, atau hak asasi manusia pada 
umumnya, dimungkinkan menurut UUD 1945, pembatasan 
demikian tunduk kepada persyaratan yang ketat sebagaimana 
ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.”  

Berkait dengan dimungkinkannya pembatasan terhadap hak 
atau kebebasan seseorang, Mahkamah bahkan sejak awal masa 
keberadaannya telah menyatakan pendapatnya, sebagaimana 
termuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 
Februari 2004, yang di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, 
menyatakan:  

“… memang Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan 
dimungkinkannya pembatasan terhadap hak dan kebebasan 
seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap 
hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, 
masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan 
tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”..... Di 
samping itu persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun 
pasif) dalam dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan 
atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan 
keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya 
karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual 
dan tidak kolektif.”  

Dengan demikian, bahwa pembatasan tersebut diatur 
dengan Undang-Undang hanyalah salah satu persyaratan. Banyak 
persyaratan lain yang harus dipenuhi, sebagaimana ditegaskan 
dalam pertimbangan putusan Mahkamah di atas. Dalam putusan 
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yang lain, Mahkamah bahkan menegaskan bahwa pada 
pembatasan-pembatasan terhadap mereka yang menderita cacat 
sekalipun tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka 
terhalang pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, sebagaimana 
ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 008/PUU-
II/2004, bertanggal 23 April 2004. Dalam konteks ini, pembatasan 
demikian baru dapat dibenarkan apabila memang nyata-nyata 
diperlukan mengingat tingkat beratnya cacat orang tersebut 
(severity of their handicap) sedemikian rupa sehingga tidak 
memungkinkan baginya untuk melaksanakan hak-hak secara 
berfaedah (in a meaningful way). Seraya menyitir ketentuan yang 
tertuang dalam angka 4 Declaration on the Rights of Disabled 
Persons (1975), Mahkamah dalam pertimbangan putusan 
tersebut, antara lain, menyatakan: 

“Dalam pada itu, paragraf 7 yang dimaksud berbunyi, “Whenever 
mentally retarded persons are unable, because of the severity of 
their handicap, to exercise all their rights in a meaningful way or it 
should become necessary to restrict or deny some or all of theses 
rights, the procedure used for that restriction or denial of rights 
must contain proper legal safeguard against every form of abuse…” 
Dengan demikian pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh 
undang-undang sepanjang dipandang perlu karena alasan severity 
of their handicap sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan 
melaksanakan hak-haknya “in a meaningful way” adalah 
dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif. 

Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat untuk dapat 
membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa 
pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, 
sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR 
dan Presiden) dalam perkara a quo. Seseorang yang karena 
kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan 
kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau 
kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi 
kepala daerah. Demikian pula, dengan mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah, hal ini pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum. Dengan 
demikian, alasan bahwa larangan itu hanya berlaku sementara, 
yaitu selama belum terlampauinya jeda satu periode masa jabatan 
sebagaimana diterangkan oleh DPR, tidaklah menghilangkan 
substansi pertentangan ketentuan a quo dengan Pasal 28J ayat 
(2) UUD 1945.  

Lagi pula, Presiden mengakui bahwa ketentuan 
sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 



21 

7 huruf r UU 8/2015 tidak dibutuhkan sekiranya sistem 
pengawasan oleh Bawaslu, sistem pengawasan oleh inspektorat, 
maupun sistem pengawasan oleh BPKP telah berjalan dengan 
baik. Dengan demikian, problem yang sesungguhnya adalah tidak 
optimalnya mekanisme pengawasan terhadap kepala daerah 
petahana oleh institusi-institusi yang memiliki kewenangan untuk 
melakukan pengawasan.  

 [3.16.2] Bahwa dengan rumusan yang maksudnya sebagaimana 
diterangkan oleh pembentuk Undang-Undang tersebut, Pasal 7 
huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juga 
mengandung muatan diskriminasi. Ketentuan a quo nyata-nyata 
(dan diakui oleh pembentuk Undang-Undang) memuat 
pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas 
kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) 
UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan 
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu”.  

Dengan demikian Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 
huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 
1945. Memang benar bahwa tidak setiap pembedaan serta-merta 
berarti diskriminasi. Namun, dalam kasus a quo, tampak nyata 
kalau pembedaan tersebut dibuat semata-mata didasari oleh 
maksud untuk mencegah kelompok orang tertentu (in casu 
anggota keluarga kepala daerah petahana) untuk menggunakan 
hak konstitusionalnya (in casu hak untuk dipilih atau mencalonkan 
diri, right to be candidate) dan dilakukan dengan cara yang tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sebagaimana 
telah diuraikan dalam sub-paragraf [3.16.1] di atas. 

Sesungguhnya, sebelum dilakukan perubahan terhadap 
UUD 1945 pun larangan terhadap diskriminasi sudah tegas 
diberlakukan dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana 
termaktub dalam UU HAM. Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan, 
“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Sementara itu, 
yang dimaksud dengan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU 
HAM adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
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sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Dengan demikian, 
bukan hanya Konstitusi (UUD 1945), UU HAM juga melarang 
adanya diskriminasi. 

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan 
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on 
Civil and Political Rights, ICCPR), sehingga sesuai dengan prinsip 
pacta sunt servanda Indonesia menanggung kewajiban hukum 
internasional (international legal obligation) untuk menaati 
ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu di antaranya 
adalah ketentuan tentang larangan terhadap praktik diskriminasi. 
Pasal 26 ICCPR tegas menyatakan, “All persons are equal before 
the law and are entitled to the equal protection of the law. In this 
respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to 
all persons equal and effective protection against discrimination 
on any ground such as race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status.” 

Dalam Pasal 26 ICCPR tersebut, kelahiran (birth) bahkan 
disebut secara khusus. Oleh karena itu, meskipun pemenuhan 
kewajiban internasional ini tidak serta-merta dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu norma 
Undang-Undang, paling tidak ia menegaskan universalitas 
larangan terhadap praktik diskriminasi dimaksud. 

 
27. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN 

 
  [3.16.3] Bahwa oleh karena pembatasan yang termuat dalam 

rumusan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 
8/2015 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sekaligus mengandung 
muatan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam sub-paragraf 
[3.16.1] dan [3.16.2] di atas, dan oleh karena ketentuan a quo 
adalah bersangkut-paut dengan hak bagi setiap warga negara 
atas perlakuan yang sama dalam hukum  dan  pemerintahan  
maka  ketentuan  a quo dengan sendirinya juga bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Secara lebih spesifik, oleh 
karena hak konstitusional yang terhalangi secara tidak 
konstitusional oleh ketentuan a quo adalah hak untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka telah nyata pula 
ketentuan a quo melanggar hak konstitusional warga negara 
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 
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 [3.16.4] Bahwa apabila Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dimaknai sejalan 
dengan penjelasannya, sebagaimana diterangkan oleh pembentuk 
Undang-Undang, telah ternyata bertentangan dengan UUD 1945 
sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada sub 
paragraf [3.16.1] sampai dengan [3.16.3] di atas, pertanyaan yang 
kemudian harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah 
bagaimana apabila Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidak 
dipertimbangkan bersama-sama dengan penjelasannya? Apakah 
serta-merta hal itu berarti Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut 
konstitusional? Dengan kata lain, bagaimana jika Penjelasan Pasal 7 
huruf r UU 8/2015 tidak ada? 

Menurut Mahkamah, dalam keadaan demikian Pasal 7 
huruf r UU 8/2015 tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, 
khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan 
terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan 
petahana” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang 
sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat 
dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap 
frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. 
Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum 
terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh 
Konstitusi. Dengan demikian, telah terang bahwa apabila Pasal 7 
huruf r UU 8/2015 dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal 
itu tetap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi 
kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional 
warga negara, in casu hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah; 

 [3.16.5] Bahwa, khusus terhadap Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 
8/2015, Mahkamah memandang perlu untuk kembali menegaskan 
bahwa penjelasan dari suatu ketentuan Undang-Undang akan 
menjadi bertentangan dengan UUD 1945 jika ia memuat atau 
merumuskan norma baru. Hal itu, selain dinyatakan dalam 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234), telah pula ditegaskan dalam putusan Mahkamah Nomor 
005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005, yang dibuat tatkala 
Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan masih berlaku Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389), yang ternyata juga dikutip dan 
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dijadikan sebagai bagian dari dalil Pemohon. Dalam pertimbangan 
hukum putusan tersebut, antara lain, dikatakan:  

“Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam 
praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui 
mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan 
substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak 
menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama 
sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula 
kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam 
Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
yang antara lain menentukan: 
1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk 

peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam 
batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian 
atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang 
tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk 
memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan 
terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 

2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 
membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari 
membuat rumusan norma di bagian penjelasan; 

3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat 
perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-
undangan yang bersangkutan”; 

Terjadinya penggantian Undang-Undang yang mengatur 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal 
ini dari Undang Nomor 10 Tahun 2004 diganti dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011) tidaklah serta-merta mengubah 
pendapat Mahkamah terhadap masalah ini sebab Mahkamah 
mendasarkan pertimbangan putusannya pada Konstitusi (UUD 
1945) sehingga kalaupun Mahkamah menyertakan ketentuan 
Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan di dalamnya, hal itu adalah untuk lebih menguatkan 
sekaligus lebih mengkonkritkan pendapat Mahkamah. Lagipula, 
perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, khususnya terhadap ketentuan yang 
berkenaan dengan perkara a quo, justru memperkuat 
pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah di atas.  Hal itu 
tampak jelas dari Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 (mengenai Penjelasan) yang menyatakan: 

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan 
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. 
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Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, 
frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang 
dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang 
dimaksud.  
Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 
membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan 
rumusan yang berisi norma. 
Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat 
perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai 
berikut: 
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam 

batang tubuh; 
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian 

norma yang ada dalam batang tubuh; 
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur 

dalam batang tubuh; 
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian 

yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau 
e. tidak memuat rumusan pendelegasian. 

Dalam kasus a quo, norma dalam batang tubuh Pasal 7 
huruf r UU 8/2015 berbunyi, “Warga negara Indonesia yang dapat 
menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:….. 
r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Norma 
yang hendak dijelaskan dari ketentuan dalam batang tubuh ini 
adalah frasa pada huruf r, yaitu frasa “tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana.” Namun dalam penjelasan 
dikatakan, “yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan 
darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) 
tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana 
yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, 
menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan”. 
Dengan rumusan demikian, penjelasan a quo bukan saja telah 
menimbulkan persoalan diskriminasi (serta persoalan 
inkonstitusionalitas lain) tatkala dihubungkan dengan norma yang 
hendak dijelaskan, sebagaimana telah diuraikan pada sub-
paragraf [3.16.1] sampai dengan [3.16.3] di atas, tetapi juga 
telah membuat rumusan norma baru, yaitu dengan menambahkan 
frasa “kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.” 
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Masalah ikutan dari pemuatan norma baru ini ialah bahwa ia 
(norma baru dalam penjelasan itu) tidak dapat digunakan sebagai 
dasar hukum pembuatan peraturan perundang-undangan untuk 
melaksanakan ketentuan dalam UU 8/2015 ini. Konkritnya, 
sebagai sekadar ilustrasi, andaikata permohonan a quo tidak ada, 
keluarga petahana tetap tidak dapat menggunakan ketentuan 
norma “kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan” ini 
sebagai dasar hukum untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah sekiranya kerabatnya yang menjadi kepala daerah telah 
melewati jeda dimaksud. Sebab ketentuan itu tidak ada dalam 
batang tubuh atau dalam norma pasal yang dijelaskan. Sementara 
itu, penjelasan dikatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar 
hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Dengan demikian, 
logikanya: kalau menggunakan penjelasan sebagai dasar hukum 
pembentukan peraturan perundang-undangan saja tidak 
dibenarkan, apalagi menggunakannya sebagai dasar pemenuhan 
hak. Lebih-lebih jika penjelasan tersebut memuat norma baru.  

 [3.16.6] Bahwa, dengan seluruh pertimbangan di atas bukan 
berarti Mahkamah menafikan kenyataan di mana kepala daerah 
petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan, 
sebagaimana dikemukakan oleh Presiden, sehingga karenanya 
penting untuk dirumuskan pembatasan-pembatasan agar 
keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala 
daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak 
mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, 
atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengannya. Namun, 
pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah 
petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau 
kelompok-kelompok tertentu tersebut. Sebab, keuntungan-
keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga 
kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala 
daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau 
kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh 
keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan si kepala 
daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau 
keterlibatan si kepala daerah petahana itu dilakukan secara 
langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan 
terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian 
itulah seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala 
daerah petahana dirumuskan dalam norma Undang-Undang.  
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28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA  
 
[3.17]  Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 

Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang 
menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r dan Penjelasan 
Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah beralasan menurut hukum; 

[3.18]  Menimbang, selanjutnya terhadap pertanyaan “apakah 
pengaturan secara berbeda bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD 
yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan 
cukup hanya memberitahukan kepada pimpinannya masing-
masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s UU 8/2015, 
dengan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, dan 
pejabat BUMN/BUMD yang harus mengundurkan diri sejak saat 
pendaftaran jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, 
dimana pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015, 
bertentangan dengan UUD 1945?”, sebagaimana diuraikan dalam 
paragraf [3.14] huruf b di atas, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut: 

[3.18.1]Bahwa Presiden, dalam keterangannya yang disampaikan 
pada persidangan tanggal 22 April 2015, menjelaskan dasar 
pemikiran dibuatnya pembedaan antara PNS, anggota TNI, 
anggota Polri, pegawai BUMN/BUMD dengan anggota DPR, 
anggota DPD, dan anggota DPRD jika hendak mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah adalah: 
Pertama, jabatan-jabatan di PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD 
tidak memiliki jangka waktu, sebaliknya untuk anggota DPR, DPD, 
dan DPRD masa jabatannya ditentukan lima tahun. Kedua, sifat 
pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga 
ketika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak 
terganggu. Hal itu berbeda dengan posisi PNS, TNI, dan Polri 
yang jabatannya terikat dengan pelaksanaan jabatan dan 
tugasnya secara individual, sehingga apabila ditinggal untuk 
sementara waktu akan terjadi persoalan dalam institusinya. 
Namun, pada kesempatan yang sama, Pemerintah juga mengakui 
perlunya mempertimbangkan agar aspek fairness dan equality 
antara PNS, TNI, Polri dengan anggota DPR, anggota DPD, dan 
anggota DPRD dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah 
untuk mempertimbangkannya. 

[3.18.2]Bahwa terhadap persoalan yang sama, DPR dalam 
keterangannya pada persidangan tanggal 22 April 2015 
memberikan alasan yang berbeda. Menurut DPR, dibedakannya 
persyaratan antara PNS, anggota TNI, Polri, pejabat BUMN/BUMD 
dengan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD jika 
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hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, alasannya 
adalah karena jabatan anggota DPR, anggota DPD, maupun 
anggota DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui 
proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga 
mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh 
alasan-alasan yang bersifat khusus, sedangkan jabatan TNI, Polri, 
PNS, pejabat BUMN/BUMD adalah jabatan profesi yang sifatnya 
profesional dan merupakan pilihan karier. Pemilihan kepala daerah 
(Pilkada) merupakan aktivitas proses demokrasi yang tidak 
terlepas dari penyelenggaraan Pemilu karena Pilkada memiliki 
output yakni pejabat politik bukan memilih pejabat administratif. 
Namun, sebagaimana halnya Presiden, DPR melalui 
keterangannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 
Mei 2015 menyatakan bahwa perihal ketidakseragaman syarat 
dimaksud DPR pun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah 
untuk mempertimbangkan apakah hal itu dapat dikategorikan 
telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan 
perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara Indonesia; 

[3.19]  Menimbang, terlepas dari fakta bahwa UU 8/2015 adalah berasal 
dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), in 
casu Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota, sehingga menurut penalaran yang wajar 
dapat dimengerti bahwa proses pembahasannya tidaklah 
seintensif pembahasan Undang-Undang yang lahir melalui proses 
legislasi “normal”, keterangan Presiden dan DPR selaku 
pembentuk Undang-Undang sebagaimana diuraikan pada paragraf 
[3.18] di atas menunjukkan bahwa di kalangan pembentuk 
Undang-Undang sendiri (Presiden bersama DPR) sesungguhnya 
belum terdapat kesatuan pandangan perihal dibedakannya 
persyaratan bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat 
BUMN/BUMD dengan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota 
DPRD jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 
Namun, keadaan demikian tidaklah ipso facto dapat dijadikan 
sebagai dasar pertimbangan yang cukup untuk menyatakan 
bahwa ketentuan yang memuat perbedaan demikian adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap isu ini, 
Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut; 

[3.20]  Menimbang bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri 
anggota PNS jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, 
Mahkamah secara tidak langsung telah menyatakan pendapatnya 
lewat putusannya tentang syarat mengundurkan bagi PNS yang 
hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 
Mei 2012 yang kemudian dirujuk dalam Putusan Nomor 12/PUU-
XI/2013, bertanggal 9 April 2013, selanjutnya dirujuk kembali 
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dalam Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 
2014, dan terakhir dirujuk pula dalam Putusan Nomor 41/PUU-
XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015. Dalam ketiga putusan tersebut, 
Mahkamah menyatakan pendiriannya bahwa: 

Ketika seseorang telah menjadi PNS maka ia telah mengikatkan 
diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi 
pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk 
menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui 
mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota 
DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat 
yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS 
sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku 
pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan 
mengundurkan diri tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM 
karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, 
melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri 
untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib 
mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan 
perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut 
Mahkamah, perspektif manapun dari dua perspektif itu yang akan 
dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban 
mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan 
ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak 
konstitusional. 
 Meskipun konteks putusan di atas adalah pengunduran diri 
PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD, 
esensinya tidak berbeda dengan permohonan a quo karena baik 
DPD maupun kepala daerah adalah sama-sama merupakan 
jabatan politik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan 
(elected official), artinya sama-sama melalui proses politik yang 
melibatkan rakyat sebagai pemilih. Oleh karena itu, sepanjang 
menyangkut pengunduran diri PNS an sich, pertimbangan 
Mahkamah di atas juga berlaku terhadap permohonan a quo. 
Artinya, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam 
korelasinya dengan ketentuan lain dari UU 8/2015, sebagaimana 
didalilkan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya 
lebih lanjut; 

[3.21]  Menimbang bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri 
anggota TNI dan Polri yang hendak mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah (atau wakil kepala daerah), yang di dalamnya juga 
menyinggung kedudukan PNS, Mahkamah pun telah pula 
menyatakan pendiriannya sebagaimana dapat dilihat dalam 
Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, 
yang merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
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Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang antara 
lain menyatakan: 
 Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari 
jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, 
menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah 
jelas bagi anggota TNI maupun Polri yang akan mendaftarkan diri 
menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan 
netralitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini 
Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta 
Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan 
anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, 
kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai 
akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada 
berlangsung. 
 Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-
XI/2013 di atas, Mahkamah menambahkan yang sekaligus 
menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan: 
Dari pertimbangan hukum putusan yang dikutip di atas, dapat 
disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah 
dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional 
Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan 
pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota 
DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing 
berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut 
bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang 
potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness 
dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula 
mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak 
mengundurkan diri.  
 Berdasarkan uraian di atas maka sepanjang menyangkut 
syarat pengunduran diri anggota TNI, anggota Polri jika hendak 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk juga jika 
hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, 
an sich, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, 
sebagaimana halnya pertimbangan terhadap pengunduran diri 
PNS, dalam kaitan dengan ketentuan lain dari UU 8/2015 yang 
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah 
akan mempertimbangkan lebih lanjut; 

[3.22]  Menimbang bahwa kalau terhadap syarat pengunduran diri PNS, 
anggota TNI, anggota Polri jika hendak mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah (termasuk jabatan politik lainnya yang 
pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, elected officials) 
menurut Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945, apakah pertimbangan yang sama dapat diberlakukan 
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terhadap pejabat atau pegawai BUMN/BUMD yang hendak 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah (termasuk jabatan politik 
lainnya yang pengisiannya dilakukan  melalui pemilihan)? Menurut 
Mahkamah, pertimbangan yang sama juga berlaku dalam 
hubungan ini. Sebab, jabatan atau kedudukan seseorang di suatu 
BUMN/BUMD juga merupakan pilihan profesi dan berkaitan 
langsung dengan kepentingan negara dalam upaya untuk 
menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan sendirinya 
bersangkut-paut pula dengan birokrasi pemerintahan, kendatipun 
BUMN/BUMD tersebut telah berbentuk badan hukum privat yang 
kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara. Oleh karena 
itu, apabila seorang pejabat atau pegawai BUMN/BUMD setiap 
saat, tanpa persyaratan apa pun, diperbolehkan meninggalkan 
jabatan atau tugasnya demi mengejar jabatan politik, negara atau 
pemerintah akan menanggung kerugian, sebagaimana halnya jika 
hal yang sama terjadi pada PNS, anggota TNI, anggota Polri; 

[3.23]  Menimbang, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda 
terhadap frasa “pada saat mendaftarkan diri” yang terdapat dalam 
pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.20] di atas, Mahkamah 
perlu menegaskan bahwa frasa dimaksud adalah suatu pengertian 
umum, bukan pengertian teknis sebagai bagian dari tahapan 
pencalonan seseorang menjadi kepala daerah (atau tahapan 
pencalonan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD). Sebagaimana 
diketahui, seseorang yang mendaftar menjadi calon kepala daerah 
(demikian pula untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD) harus 
melalui tahapan verifikasi oleh KPU/KIP terlebih dahulu sebelum 
resmi ditetapkan sebagai calon.  
 Tegasnya, dalam konteks permohonan a quo, seorang PNS 
atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai 
BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri sebagai 
PNS (atau anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai 
BUMN/BUMD) setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala 
daerah atau wakil kepala daerah. Dasar pertimbangan Mahkamah 
adalah tidaklah proporsional, dan karenanya tidaklah adil, jika 
seorang PNS (atau seorang anggota TNI, anggota Polri, atau 
pejabat/pegawai BUMN/BUMD) diharuskan mengundurkan diri 
dari kedudukan atau jabatannya sebagai PNS (atau sebagai 
anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) 
sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil 
kepala daerah sementara yang bersangkutan belum tentu lulus 
verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil 
kepala daerah yang resmi.  
 Dikatakan tidak proporsional (dan karenanya tidak adil) 
karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama 
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terdapat sekelompok warga negara yang hanya dipersyaratkan 
memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu dalam 
hal ini warga negara yang berstatus sebagai anggota DPR, 
anggota DPD, dan anggota DPRD. Alasan pembentuk Undang-
Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat 
kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau 
DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala 
daerah tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsinya, 
tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan 
tersebut. Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana 
jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil 
kepala daerah itu adalah Pimpinan DPR, atau Pimpinan DPD, atau 
Pimpinan DPRD, atau bahkan Pimpinan alat kelengkapan DPR, 
DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh 
terhadap tugas dan fungsinya? Sebab, paling tidak, jika nantinya 
yang bersangkutan terpilih, hal itu akan berakibat dilakukannya 
proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang 
ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, 
persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi 
menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan 
oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. 
 Timbul pertanyaan, bagaimana penyelenggara pemilihan 
kepala daerah, (in casu KPU/KIP) memperoleh pegangan dan 
kepastian pada saat seorang PNS, anggota TNI, anggota Polri, 
atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD mendaftarkan diri sebagai 
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bahwa setelah 
resmi ditetapkan sebagai calon yang bersangkutan akan benar-
benar mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota 
Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD? Guna menghilangkan 
keragu-raguan yang demikian itu, kepada PNS, anggota TNI, 
anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, dipersyaratkan 
untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila 
telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan 
sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang 
mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang 
bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang 
tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan 
berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.   
 Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasal 7 huruf t UU 
8/2015 yang menyatakan, “mengundurkan diri sebagai Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon” dan 
Pasal 7 huruf u UU 8/2015 yang menyatakan, “berhenti dari 
jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
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daerah sejak ditetapkan sebagai calon” adalah inkonstitusional 
bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali jika kedua frasa 
dalam kedua ketentuan a quo diartikan “mengundurkan diri sejak 
calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP”; 

[3.24]  Menimbang, sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan 
pada paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, yaitu 
bahwa oleh karena pertimbangan perihal konstitusional-tidaknya 
syarat pengunduran diri PNS, anggota TNI, anggota Polri, 
pejabat/pegawai BUMN/BUMD yang hendak mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015, berkait 
langsung dengan pertimbangan perihal konstitusional-tidaknya 
syarat “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil 
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 
bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s UU 
8/2015, maka pertimbangan sebagaimana diuraikan pada 
paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, mutatis 
mutandis berlaku terhadap Pasal 7 huruf s UU 8/2015. Dengan 
demikian, Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah inkonstitusional 
bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang frasa 
“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil 
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 
bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan 
“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan 
oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, 
calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil 
Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah”.  
 Dalam hubungan ini, prosedur yang berlaku terhadap PNS, 
anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.23] di atas juga berlaku 
terhadap anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang 
hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala 
daerah, yaitu kepada anggota DPR, anggota DPD, atau anggota 
DPRD dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang 
menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh 
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penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon 
wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat 
pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, 
yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan 
secara resmi sebagai calon. 

[3.25]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan pada paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.24] di 
atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas 
Pasal 7 huruf r, Pasal 7 huruf s, dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 
8/2015 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

 
29. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

 KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3]   Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf r dan 

Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 beralasan menurut hukum; 
[4.4]   Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf s UU 

8/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 

 AMAR PUTUSAN 

Menyatakan: 

  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 
 
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1.1.   Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2.   Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

1.3.   Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan 
pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 
Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 
“mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi 
persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon 
Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon 
Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 

1.4.   Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan 
pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, 
Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan 
memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, 
calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon 
Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 

1. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 
selebihnya; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa 
Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, 
Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua 
ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, 
bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada 
pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief 
Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria 
Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis 
Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-
masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau 
kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat 
atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya. 
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PUTUSAN 
NOMOR 34/PUU-XIII/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
           MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
Nama  : Aji Sumarno, S.SIP., MM 

     Tempat/tanggal lahir : Jeneponto, 10 Februari 1980 
     Kewarganegaraan     : Indonesia 
     Pekerjaan     : Pegawai Negeri Sipil 

    Alamat     : Jalan KH. Ahmad Dahlan  
   RT.002/RW.001, Kelurahan Benteng  
   Selatan, Kecamatan Benteng,  
   Kabupaten Kepulauan Selayar,  
   Sulawesi Selatan 

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 
23 Februari 2015 memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., 
Sofyan, S.H., Bakhtiar, S.H., dan Mursalin Jalil, S.H., M.H., 
kesemuanya adalah Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum 
Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko 
Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan; 
Selanjutnya disebut sebagai   --------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Mendengar keterangan Presiden; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Membaca kesimpulan Pemohon; 
 

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI  
 
  PERTIMBANGAN HUKUM 
 

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945).  

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 
Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal 
berikut: 
a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk   
   mengajukan  permohonan  a quo. 
  Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut: 
 
Kewenangan Mahkamah 

 
 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah 
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
UUD 1945. 

[3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan 
pengujian Undang-Undang, in casu Pasal 7 huruf r UU 8/2015, 
sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadilinya. 

 
  Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 
 

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian 
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu 



39 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang 
yang mempunyai kepentingan sama); 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara. 
  Dengan demikian, seseorang atau suatu pihak untuk dapat 
diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-
Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 
a. kualifikasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 51 ayat (1) UU MK;  
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 

dirugikan dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
di atas. 

[3.6] Menimbang bahwa, berkenaan dengan kerugian konstitusional, 
Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 
31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah 
berpendirian bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 UU MK harus terpenuhi lima syarat, yaitu: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

yang diberikan oleh UUD 1945; 
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut 

dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; 

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut 
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya 
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud 
dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan 
pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 
terjadi.  

[3.7]  Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah 
menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara 
Indonesia, yang kebetulan memiliki hubungan kekerabatan karena 
perkawinan dengan Bupati Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, yaitu dalam hal ini sebagai ayah mertua Pemohon. 
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Dengan keadaan demikian, terdapat potensi bahwa hak 
konstitusional Pemohon akan dirugikan dan kerugian dimaksud, 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, 
apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang 
disebabkan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian, in casu Pasal 7 huruf r UU 8/2015. Hak-
hak konstitusional dimaksud, menurut Pemohon, adalah hak atas 
kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan 
perlakuan yang sama di depan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
[Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Dengan uraian demikian tampak 
adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak-hak 
konstitusional sebagaimana didalikan Pemohon dengan 
berlakunya Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang dimohonkan 
pengujian. Tampak pula bahwa jika permohonan ini dikabulkan 
maka kerugian sebagaimana diuraikan di atas tidak akan terjadi. 
 Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo. 

[3.8]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang a quo maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan.  

 
  Pokok Permohonan 
 

 [3.9]  Menimbang bahwa terhadap norma Undang-Undang dan 
penjelasan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, in casu Pasal 7 
huruf r UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan 
Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 
Juli 2015, dengan amar putusan menyatakan “mengabulkan 
permohonan Pemohon untuk sebagian.” Dengan kata lain, melalui 
Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mahkamah telah menyatakan 
bahwa Pasal 7 huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 
dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan 
demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 
33/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap 
permohonan a quo. 
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31. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
 KONKLUSI 

 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3]   Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku 

terhadap permohonan a quo.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), d a n  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 
 

 AMAR PUTUSAN 
 Mengadili, 

 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 
 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa 
Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, 
Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua 
ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, 
bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 
11.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat 
selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida 
Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, 
Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing 
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sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai 
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, 
Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili. 
 

 PUTUSAN 
 NOMOR 37/PUU-XIII/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
Nama  : Lanosin ST. Bin H. Hamzah 

Alamat : Jalan Hang Jebat Nomor 8 RT 024 RW 009, 
Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit 
Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 
Selatan 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 
 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 
38/SK-JR/ZiA/III/2015 bertanggal 11 Maret 2015 memberi kuasa 
kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., 
M.Si., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., dan Muhammad Ali 
Fernandez, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung 
dalam ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, 
Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria 
Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi 
kuasa. 

  Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 

Mendengar keterangan Pemohon; 
Mendengar keterangan Presiden; 
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
Membaca kesimpulan Pemohon; 
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32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO    
 

Pendapat Mahkamah 
 

[3.15]  Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama 
permohonan Pemohon, keterangan dari Presiden, keterangan 
Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang 
diajukan oleh Pemohon, serta kesimpulan tertulis Pemohon 
sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;  

[3.16]  Menimbang bahwa terhadap norma Undang-Undang dan 
penjelasan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo, in casu Pasal 7 
huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, telah pernah 
dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan 
pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 
33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya 
menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian” maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku 
terhadap permohonan a quo. 

 
33. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku 

terhadap permohonan a quo.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 
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AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 

 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
  
 
 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, 
Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin 
Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, 
tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 
tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai 
diucapkan pukul 12.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu 
Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I 
Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida 
Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita 
Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh 
Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat/yang mewakili. 

  

PUTUSAN 
 NOMOR 79/PUU-XIII/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
Nama  : H.A. Irwan Hamid S.sos. 

Tempat Tanggal 
Lahir 

: Pare-Pare, 22 Desember 1965 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat : Pelita Barat Kabupaten Pinrang 
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 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 
4 Juni 2015, memberi kuasa kepada Dr. Andi Irmanputra Sidin, 
S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., dan 
Ahmad Irawan, S.H., Konsultan Hukum Tata Negara & Advokat 
dari Sidin Constitution R&C, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman 
Kavling 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta 
Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak 
untuk dan atas nama pemberi kuasa. 

  Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------- Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
     Mendengar keterangan Pemohon; 
     Membaca keterangan ahli Pemohon;  
    Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
 

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL   
 

Pendapat Mahkamah 
 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang di-
ajukan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat pada 
bagian Duduk Perkara: 

[3.13]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan 
dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang 
sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” 
dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan 
kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta 
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan 
permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi 
dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan 
permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus 
permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau 
meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau 
Presiden; 

[3.14]  Menimbang bahwa terhadap penjelasan norma Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam 
permohonan a quo, in casu kata “ipar”, “mertua”, dan “menantu” 
dalam Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015, telah pernah 
dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan 



46 

pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 
33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya 
menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian” maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut mutatis mutandis berlaku 
terhadap permohonan a quo. 

 
 

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
 

KONKLUSI 
 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku 

terhadap permohonan a quo. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 
 

AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 

 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 
  
 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, 
Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida 
Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai 
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua 
ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
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Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, 
bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 
12.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat 
selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede 
Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria 
Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing 
sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani 
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, 
Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang 
mewakili. 

 
PUTUSAN 

NOMOR 38/PUU-XIII/2015 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 Nama   : Dr. Ali Nurdin, M.Si., 
 Pekerjaan : Konsultan dan Dosen Komunikasi, 
 Alamat   : Jalan Legoso Raya, RT/RW 006/001, Kelurahan  
      Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota  
     Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 
37/SK-JR/ZiA/III/2015, bertanggal 9 Maret 2015 memberi kuasa 
kepada 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL;    2) H. Irfan Zidny, S.H., 
S.Ag., M.Si.; 3) Rivaldi, S.H.; 4) Yupen Hadi, S.H.; dan  5) 
Muhammad Ali Fernandez, S.HI., yaitu advokat atau konsultan 
hukum yang tergabung dalam ZiA & Partners Law Firm, beralamat 
di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, 
Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan 
atas nama pemberi kuasa; 

       Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 

  Mendengar keterangan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Presiden; 
  Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
  Mendengar keterangan ahli Pemohon; 
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  Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
   Membaca kesimpulan Pemohon; 
 
36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 
 

Pokok Permohonan 
 
[3.10]  Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan 

pengujian konstitusionalitas Perubahan Pasal 7 huruf s UU 
8/2015, yang selengkapnya berbunyi: 
“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 
serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:   
…... 
 s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil 
Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 
bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan 
DPRD bagi anggota DPRD”. 

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan dengan pokok 
permohonan yang sama, sebagaimana diuraikan pada paragraf  
[3.12] di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya 
sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan 
dengan nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang 
amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa 
norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo 
dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah 
dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis 
berlaku terhadap permohonan a quo. 

 
37. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
KONKLUSI 

 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
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[4.3]   Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku 
terhadap permohonan a quo.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), d a n  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 
 

AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 

 
Menyatakan  permohonan Pemohon tidak dapat diterima  
 
 
  
 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, 
Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin 
Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, 
tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 
tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai 
diucapkan pukul 12.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu 
Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I 
Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida 
Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian 
Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 
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PUTUSAN 
NOMOR 71/PUU-XIII/2015 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

 1.  Nama  : Rahadi Puguh Raharjo, S.E. 
     Alamat : Desa Paciran RT 01 RW 06 Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan 
 2.  Nama  : Ma’mun Murod, S.H. 
      Alamat : Ds. Weru RT 02 RW 03 Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan  
 3. Nama   : Mutaqin  
     Alamat  : Bango, Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan 
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 

28 April 2015 memberi kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., 
M.H., Sodikin Nasrur Rahman, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, 
S.H., Muhajir, S.H., Indahwan Suci Ning Ati, S.H., Yustian Dewi 
Widiastuti, SH., M.H., Sundjono PS., S.H. dan Zulfikar, S.H. 
Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mariyam 
Fatimah & Partners beralamat di Kartika Chandra Tower 4Th 
Floor, Suite 401-402, Jalan Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta, yang 
bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi 
kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
   Mendengar keterangan para Pemohon; 
   Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
 
38. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 

Pendapat Mahkamah 
 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan dengan pokok 
permohonan yang sama, sebagaimana diuraikan pada paragraf  
[3.11] di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya 
sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, 
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bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan mengabulkan 
permohonan Pemohon untuk sebagian. Dengan kata lain, 
Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan 
pengujian dalam permohonan a quo dalam putusan sebelumnya 
telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh 
karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh 
karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 
33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap 
permohonan a quo. 

 
39. KETUA: ARIEF HIDAYAT  

 
KONKLUSI 

 
Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 
[4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku 

terhadap permohonan a quo; 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 
 

Menyatakan  permohonan para Pemohon tidak dapat 
diterima. 

 
 
 
 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua 
merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, 

KETUK PALU 1X 
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Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, 
Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, 
tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 
tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai 
diucapkan pukul 12.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu 
Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I 
Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria 
Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, 
masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun 
Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, 
Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili. 

Demikian Para Pemohon, Wakil dari DPR, dan yang mewakili 
Presiden, serta Pihak Terkait. Semua putusan telah dibacakan dan 
selesai, salinan putusan dapat diambil setelah sidang ini ditutup. 
Sidang selesai dan ditutup.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jakarta, 8 Juli 2015 
Kepala Sub Bagian Risalah, 
 
 
t.t.d 
 
 

 Rudy Heryanto 
 NIP. 19730601 200604 1 004 
 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 12. 18 WIB 
 

KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 


